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Abstrak 

Salah satu tindakan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam lingkungan 

masyarakat dan juga dikategorikan sebagai kejahatan yang membuat masyarakat 

resah dan juga merugikan baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat 

dilingkungan sekitarnya yaitu tindak pidana persetubuhan. Apalagi dari segi pelaku 

yang melakukan perbuatan bukan hanya orang dewasa saja namun juga bias 

dilakukan oleh pelaku yang masih dikategorikan sebagai anak yang seharusnya 

merupakan calon penerus bangsa ini. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini 

yaitu tentang bagaimana kebijakan formulasi yang mengatur tentang tindak pidana 

persetubuhan dan mengenai penegakan hukum bagi anak pelaku tindak pidana 

persetubuhan menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.. 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam meneliti permasalahan ini yaitu 

dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dan spesifikasi 

penelitian yang akan digunakan yaitu dengan menggunakan deskriptif analitis. 

Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan 

formulasi yang mengatur persetubuhan diatur di beberapa peraturan perundang-

undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur 

penegakan hukum bagi anak dan juga kekhususan bagi anak yang berkonflik dengan 

hukum, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam 

penegakan hukum bagi pelaku anak pada dasarnya dalam proses penyelesaian tindak 

pidana tidak banyak memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan orang dewasa, 

namun pelaku anak memiliki kekhususan dalam proses penyelesaian perkaranya yaitu 

seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentangPerlindungan Anak yang apabila dikaitkan dengan  perkara Putusan Nomor 

12/Pid.Sus.Anak/2016/PN Purbalingga dengan  putusan pidana selama 2 tahun 6 

(enam) bulan di LPKA Kutoarjo dan pidana pelatihan kerjaberupa kewajiban 

mengikuti program pelatihan kerja selama  4(empat) bulan. 
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